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Abstrak

Akuntabilitas fiskal merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik karena
berkaitan erat dengan transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban pengelolaan
sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, Purbaya Effect muncul sebagai konstruksi
analitis yang menekankan konsistensi fiskal, kehati-hatian, dan disiplin anggaran, sejalan
dengan prinsip tertib anggaran publik yang menuntut kepatuhan prosedural dalam seluruh
siklus penganggaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji akuntabilitas fiskal melalui
pendekatan integratif antara Agency Theory dan Stewardship Theory. Agency Theory
menekankan pentingnya mekanisme kontrol, insentif, dan pengawasan untuk
meminimalkan asimetri informasi dan moral hazard, sementara Stewardship Theory
menyoroti peran kepercayaan, integritas, dan komitmen moral aktor publik. Metode yang
digunakan adalah kajian pustaka dengan mensintesis literatur akademik, regulasi fiskal,
dan temuan empiris relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi kontrol formal
dan motivasi intrinsik berbasis nilai publik mampu memperkuat efektivitas, transparansi,
dan keberlanjutan tata kelola fiskal. Studi ini berkontribusi secara teoretis melalui
pengayaan perspektif tata kelola sektor publik dan secara praktis melalui rekomendasi
kebijakan fiskal yang seimbang antara regulasi, pengawasan, dan etika birokrasi.

Abstract

Fiscal accountability is a fundamental pillar of good governance, as it is closely associated
with transparency, efficiency, and responsible management of public resources. In the
Indonesian context, the Purbaya Effect has emerged as a new analytical construct
emphasizing fiscal consistency, prudence, and budgetary discipline, aligning with the
principle of orderly public budgeting that requires procedural compliance throughout the
budgeting cycle. This study aims to examine fiscal accountability through an integrative
framework combining Agency Theory and Stewardship Theory. Agency Theory
highlights the role of control mechanisms, incentives, and monitoring to address
information asymmetry and moral hazard, whereas Stewardship Theory emphasizes trust,
integrity, and the moral commitment of public actors. Using a literature review method,
this study synthesizes academic literature, fiscal regulations, and relevant empirical
findings to develop a comprehensive conceptual framework of fiscal accountability. The
results indicate that the integration of formal control mechanisms and intrinsic, public-
value-driven motivation leads to more effective, transparent, and sustainable fiscal
governance. The study contributes theoretically by enriching public sector governance
literature and practically by offering policy recommendations for balancing regulation,
oversight, trust, and bureaucratic ethics in fiscal management.
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PENDAHULUAN

Akuntabilitas fiskal merupakan pilar utama dalam
tata kelola pemerintahan yang baik karena menyangkut
pengelolaan sumber daya publik secara transparan,
efisien, dan bertanggung jawab (Montes et al., 2019;
Tekdemir & Yesil, 2025). Dalam konteks pengelolaan
anggaran, akuntabilitas fiskal tidak hanya berfungsi
sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan
dana publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk
membangun  kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah (Badewin et al., 2025; Natision et al., 2022;
Pratiwi et al., 2024) . Ketika pemerintah mampu
menunjukkan keterbukaan dalam  perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, legitimasi
kebijakan fiskal akan semakin kuat (Awoonor, 2025;
Chen & Neshkova, 2020; ElBerry & Goeminne, 2021;
Setyawan, 2025). Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas
fiskal berpotensi menimbulkan inefisiensi,
penyalahgunaan wewenang, hingga krisis kepercayaan
publik (Babajani et al., 2023; Islam, 2025; Paul &
Malachy, 2025; Zein & Septiani, 2025).

Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas fiskal
semakin relevan dengan munculnya fenomena Purbaya
Effect yang mencerminkan dorongan konsistensi fiskal
dan disiplin anggaran di tengah dinamika ekonomi
nasional maupun global (Adrison, 2024; Haryono,
2025; Indrawati et al., 2024; Widiastuti et al., 2023).
Fenomena ini menegaskan komitmen pemerintah untuk
menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan
APBN agar kebijakan fiskal tetap kredibel dan
berkelanjutan (Lee, 2024). Sejalan dengan itu, konsep
tertib anggaran publik menekankan pentingnya disiplin
dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari
perencanaan hingga pelaporan (Arifuddin et al., 2025;
Fitria et al., 2025; Sarjoko et al., 2022; Suhartono et al.,
2025; Vambia et al., 2025). Kedua fenomena ini saling
melengkapi bahwa Purbaya Effect menegaskan
komitmen politik dan moral terhadap konsistensi fiskal,
sementara tertib anggaran publik menyediakan
mekanisme teknis dan normatif untuk mewujudkan
akuntabilitas fiskal yang berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana
akuntabilitas fiskal dipahami dalam kerangka teori
yang berbeda. Agency Theory menekankan
akuntabilitas sebagai mekanisme kontrol untuk
mengatasi asimetri informasi antara pemerintah
sebagai agent dan masyarakat sebagai principal melalui
insentif, monitoring, regulasi, dan pelaporan untuk
mengurangi konflik kepentingan serta biaya keagenan
(Panda & Leepsa, 2017; Payne & Petrenko, 2019;
SUMARYATI et al., 2020). Perspektif ini menekankan
regulasi, insentif, dan pengawasan ketat agar
pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan,
termasuk melalui penguatan sistem pengendalian
internal, kualitas pelaporan keuangan, dan kerangka
tata kelola berbasis regulasi untuk menekan kecurangan
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dan meningkatkan akuntabilitas keuangan publik (Anto
& Yusran, 2023; Din et al., 2022; Schillemans &
Bjurstrem, 2020). Sebaliknya, Stewardship Theory
menawarkan sudut pandang yang lebih optimis dengan
menekankan motivasi intrinsik berupa kepercayaan,
integritas, dan komitmen moral aktor publik untuk
bertindak demi kepentingan masyarakat, di mana agen
dipandang sebagai steward yang berorientasi pada
tujuan organisasi dan kepentingan publik daripada
kepentingan diri sendiri (Godwin et al.,, 2021).
Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana
kedua teori ini dapat diintegrasikan untuk menjelaskan
akuntabilitas fiskal secara lebih komprehensif,
sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang menemukan
bahwa kombinasi mekanisme kontrol (agency) dan
kepercayaan/kolaborasi  (stewardship) sering kali
menghasilkan rezim tata kelola yang lebih memuaskan
(Madison et al., 2016). Hal ini menjadi sangat relevan
dalam  konteks Indonesia  yang  menghadapi
kompleksitas birokrasi, desentralisasi fiskal, serta
kebutuhan peningkatan akuntabilitas dan konsistensi
fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah (Fatoni,
2020; Isman et al., 2025).

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena
memperkenalkan konsep Purbaya Effect sebagai
konstruksi analitis baru dalam kebijakan fiskal
Indonesia, serta mengintegrasikan Agency Theory dan
Stewardship Theory untuk menjelaskan akuntabilitas
fiskal secara lebih komprehensif. Dengan demikian,
penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang selama
ini cenderung menekankan mekanisme kontrol ala
Agency Theory, namun kurang mengakomodasi dimensi
kepercayaan dan komitmen moral ala Stewardship
Theory, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal
Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian
literatur yang komprehensif mengenai akuntabilitas
fiskal pemerintah Indonesia dengan menggunakan
perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory.
Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini
berupaya mengintegrasikan temuan-temuan dari
penelitian terdahulu, regulasi fiskal, serta kerangka
konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana
akuntabilitas fiskal dipahami dan dijalankan dalam tata
kelola pemerintahan (Abdullah et al., 2022; Din et al.,
2022; Hidayat et al., 2025; Natision et al., 2022). Dengan
menelaah kedua teori tersebut, penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi titik temu dan perbedaan dalam
memaknai akuntabilitas fiskal, sekaligus menawarkan
pemahaman konseptual yang lebih utuh mengenai
desain tata kelola dan hubungan principal—agent/steward
dalam sektor publik.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini
memperkaya literatur tata kelola sektor publik dengan
mengintegrasikan perspektif Agency Theory dan
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Stewardship Theory dalam menjelaskan akuntabilitas
fiskal dan perilaku aktor publik (Obermann et al., 2020;
Schillemans & Bjurstrem, 2020). Secara praktis, hasil
kajian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan
dan birokrasi publik dalam merancang strategi
pengelolaan anggaran yang tidak hanya berorientasi
pada mekanisme kontrol dan pengawasan, tetapi juga
pada penguatan kepercayaan, integritas, nilai publik,
dan komitmen moral dalam pelaksanaan anggaran
(Idrus, 2024; Nurchoiriyah et al., 2025; Rhamadhani &
Edeh, 2024). Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola
fiskal yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan
berkelanjutan dalam konteks desentralisasi fiskal
Indonesia.

Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual
antara principal dan agent yang ditandai oleh asimetri
informasi, potensi moral hazard, dan konflik
kepentingan, sehingga diperlukan mekanisme kontrol,
pemantauan, dan insentif untuk mengurangi risiko
penyimpangan perilaku agen (Marenga, 2025). Dalam
konteks akuntabilitas fiskal sektor publik, perspektif
principal-agent  digunakan  untuk = memahami
bagaimana pemerintah (agen) dapat menyimpang dari
kepentingan publik (principal) ketika informasi,
insentif, dan mekanisme akuntabilitas tidak dirancang
secara memadai (Schillemans & Bjurstrem, 2020).

Stewardship Theory

Stewardship Theory berangkat dari asumsi bahwa
pelaksana kebijakan dan pegawai publik cenderung
kolektivistik, pro-organisasional, dan dapat dipercaya,
sehingga lebih termotivasi oleh tujuan bersama dan
nilai pelayanan publik dibandingkan kepentingan
pribadi semata (Davis et al., 1997; Hsu & Zhang, 2025;
Rouault & Albertini, 2022; Torfing & Bentzen, 2020).
Dalam kerangka akuntabilitas fiskal, stewardship
menekankan pentingnya kepercayaan, internalisasi
nilai-nilai pelayanan publik, dan orientasi jangka
panjang untuk mendorong pengelolaan sumber daya
keuangan yang bertanggung jawab tanpa harus
sepenuhnya bergantung pada mekanisme kontrol yang
kaku dan transaksional (Godwin et al., 202I;
Schillemans & Bjurstrem, 2020; Torfing & Bentzen,
2020; Yu, 2023).

Perbandingan Agency Theory dan Stewardship
Theory dalam Konteks Fiskal

Agency Theory dan Stewardship Theory sama-sama
menganalisis relasi delegasi antara principal dan
pelaksana (agent/steward), tetapi berangkat dari asumsi
perilaku  yang kontras: agency menekankan
individualisme, konflik tujuan, mistrust, dan kontrol
sedangkan stewardship menekankan kolektivisme,
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keselarasan tujuan, trust, dan pemberdayaan (Davis et
al., 1997; Rouault & Albertini, 2022; Torfing &
Bentzen, 2020). Dalam tata kelola dan akuntabilitas
fiskal, keduanya tidak selalu saling meniadakan;
berbagai studi menunjukkan bahwa rezim pengelolaan
keuangan publik yang efektif justru mengombinasikan
instrumen kontrol ala agency (pelaporan, monitoring,
kinerja) dengan pendekatan stewardship berbasis
kepercayaan, dialog, dan kemitraan untuk menjaga
akuntabilitas sekaligus motivasi dan kinerja organisasi
publik (Mills et al., 2021; Salomonsen et al., 2024;
Schillemans & Bjurstrem, 2020; Yu, 2023).

Tabel 1. Ringkasan Hubungan Agency Theory dan
Stewardship Theory
Aspek Agency Stewardship Sumber
Theory Theory
Asumsi Self- Pro- (Davis et
perilaku interest, organisasi, al., 1997,
oportunistik  prososial Rouvault &
Albertini,
2022;
Torfing &
Bentzen,
2020)
Mekanism  Kontrol, Kepercayaan,  (Mills et al.,
e utama insentif, empowerment  2021;
monitoring , dialog Rouvault &
Albertini,
2022;
Schilleman
s &
Bjurstrom,
2020;
Torfing &
Bentzen,
2020)
Implikasi Desain Trust-based, (Godwin et
fiskal kontrak & orientasi al., 2021,
pengawasa  jangka Schilleman
n ketat panjang s &
Bjurstrom,
2020; Yu,
2023)
Sumber: Data Diolah, 2025
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur
(literature review) atau kajian pustaka, yaitu penelitian
yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan
pengintegrasian berbagai sumber tertulis yang relevan
tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara
langsung (Chigbu et al., 2023; Lim et al, 2022;
Linnenluecke et al., 2020). Literature review dipandang
sebagai metodologi yang penting untuk memetakan state
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of the art suatu bidang, mengidentifikasi kesenjangan
penelitian, dan membangun kontribusi teoretis (Kraus
et al., 2022; Marzi et al., 2025; Snyder, 2024). Peneliti
mengidentifikasi konsep, temuan empiris, serta
kerangka teoritis dari penelitian-penelitian terdahulu
untuk membangun pemahaman yang komprehensif
mengenai akuntabilitas fiskal dalam perspektif Agency
Theory dan Stewardship Theory. Pendekatan ini cocok
digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual,
memetakan perkembangan kajian, serta
mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research
gap) di bidang tata kelola fiskal.

Sumber Data

Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari
artikel jurnal ilmiah (baik nasional maupun
internasional, yang membahas akuntabilitas fiskal, tata
kelola sektor publik, Agency Theory, dan Stewardship
Theory), buku akademik, laporan kebijakan, serta
dokumen resmi seperti regulasi dan pedoman yang
relevan (Mohajan, 2018). Penggunaan beragam sumber
dokumen (articles, reports, policy documents, official
records) merupakan praktik lazim dalam kajian literatur
di ilmu sosial (Visic, 2022; Yavuz, 2022). Pemilihan
sumber dilakukan secara purposive, yaitu hanya
dokumen yang relevan dengan tema akuntabilitas fiskal
dan kerangka Agency—Stewardship yang dianalisis
lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Sintesis Tematik (Thematic Synthesis)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengkodean
(coding) terhadap isi artikel, buku, dan dokumen
kebijakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama,
seperti: konsep akuntabilitas fiskal, mekanisme
kontrol, kepercayaan dan integritas, serta konsistensi
fiskal. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan
dan disintesis sehingga menghasilkan pemetaan
tematik yang menjelaskan bagaimana akuntabilitas
fiskal dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai
konteks (Chong et al., 2021; Purssell & Gould, 2021).

Komparasi Teori (Comparative Analysis)

Langkah  berikutnya  adalah  membandingkan
pemaknaan akuntabilitas fiskal berdasarkan Agency
Theory dan Stewardship Theory. Analisis komparatif
ini menelaah perbedaan asumsi dasar, mekanisme
pengendalian, peran aktor publik, serta implikasi
kebijakan yang dihasilkan oleh masing-masing teori
(Elsbach & Van Knippenberg, 2020; Torraco, 2016).
Dari komparasi ini, peneliti mengidentifikasi titik temu
(complementarity) maupun potensi ketegangan
(tension) antara kedua perspektif dalam konteks tata
kelola fiskal.
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Integrasi Hasil Penelitian Terdahulu (Integrative
Review)

Temuan-temuan dari berbagai penelitian empiris dan
kajian konseptual diintegrasikan untuk membangun
kerangka berpikir yang lebih utuh (Elsbach & Van
Knippenberg, 2020). Integrasi dilakukan dengan
beberapa langkah, yakni pertama, mengelompokkan
hasil penelitian berdasarkan fokus seperti transparansi
anggaran, disiplin  fiskal, kepatuhan regulasi,
kepercayaan publik. Kedua, dengan menilai konsistensi
atau perbedaan temuan antar studi. Terakhir, dengan
menghubungkan hasil-hasil tersebut dengan kerangka
Agency dan Stewardship untuk merumuskan model
konseptual akuntabilitas fiskal yang relevan dengan
konteks Indonesia.

Melalui kombinasi sintesis tematik, komparasi teori, dan
integrasi hasil penelitian terdahulu, metode ini
diharapkan mampu menghasilkan kajian literatur yang
sistematis, mendalam, dan bermanfaat sebagai dasar
pengembangan teori maupun rekomendasi kebijakan di
bidang akuntabilitas fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Purbaya Effect dalam Kebijakan Fiskal Indonesia
dan Akuntabilitas Fiskal

Istilah “Purbaya Effect” belum muncul eksplisit dalam
literatur ilmiah arus utama tentang kebijakan fiskal
Indonesia, sehingga konsep ini perlu dijelaskan sebagai
konstruksi analitis yang merujuk pada pola kebijakan
fiskal tertentu (misalnya kehati-hatian fiskal yang kuat,
fokus pada keberlanjutan utang, serta disiplin defisit)
dan dampaknya terhadap akuntabilitas fiskal. Literatur
tentang kebijakan fiskal dan desentralisasi di Indonesia
dapat digunakan sebagai dasar untuk memaknai dan
memposisikan efek ini.

Definisi dan Konteks

Indonesia

Pasca pandemi, kebijakan fiskal Indonesia ditandai oleh

sikap yang lebih konservatif dan berhati-hati, dengan

pengetatan defisit, penurunan rasio utang, serta fokus
pada keberlanjutan jangka panjang dan efisiensi belanja

(Indrawati et al.,, 2024; Nursawitri et al., 2025).

Pendekatan ini tampak pada beberapa hal berikut.

1. Upaya mempersempit defisit anggaran sekaligus
menurunkan rasio utang pemerintah melalui
konsolidasi fiskal setelah periode ekspansi pandemi.

2. Penekanan pada kualitas belanja, reformasi subsidi
energi, dan realokasi anggaran ke sektor produktif
seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
pengurangan kemiskinan.

3. Kebutuhan penguatan basis penerimaan melalui
reformasi  pajak, peninjauan insentif, dan
peningkatan administrasi perpajakan.

dalam Kebijakan Fiskal
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Dalam konteks desentralisasi, pola kebijakan fiskal
juga tercermin pada bagaimana transfer ke daerah dan
otonomi fiskal dirancang untuk meningkatkan
pelayanan publik, dengan syarat tata kelola dan
kapasitas kelembagaan yang memadai (Yustianto et al.,
2025). Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kinerja
daerah dan akuntabilitas, tetapi juga membuka peluang
korupsi bila pengawasan lemah (Fatoni, 2020). Dengan
demikian, “Purbaya Effect” dapat didefinisikan sebagai
kecenderungan kebijakan fiskal Indonesia yang
mengutamakan kehati-hatian (prudence), konsolidasi,
dan keberlanjutan, yang berimbas pada desain defisit,
utang, komposisi belanja, dan tata kelola fiskal pusat—
daerah.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Fiskal
1. Penguatan akuntabilitas melalui disiplin fiskal dan
keterikatan pada aturan

- Konsolidasi defisit, pengendalian utang, dan
penajaman  prioritas belanja mendorong
kebutuhan akan pelaporan yang transparan dan
dapat  diaudit, sehingga  memperkuat
akuntabilitas fiskal baik di pusat maupun
daerah (Indrawati et al., 2024; Nursawitri et al.,
2025; Yustianto et al., 2025).

- Kerangka desentralisasi fiskal yang lebih jelas
dan terstruktur meningkatkan kinerja OPD dan
akuntabilitas penggunaan APBD jika disertai
mekanisme pemantauan dan evaluasi yang
kuat (Yustianto et al., 2025).

2. Tantangan  akuntabilitas:  trade-off
desentralisasi dan risiko korupsi

- Desentralisasi fiskal di Indonesia empiris
menunjukkan “dua sisi mata uang”: di satu sisi
meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah,
di sisi lain meningkatkan probabilitas korupsi
ketika pengawasan, moralitas aparatur, dan
sistem pengendalian internal lemah (Fatoni,
2020).

- Dalam kerangka Purbaya Effect, disiplin fiskal
yang ketat tanpa penguatan kelembagaan dan

antara

integritas bisa menyebabkan akuntabilitas
hanya  bersifat  formalistis, = sementara
penyimpangan tetap terjadi di tingkat

pelaksanaan (Fatoni, 2020).
3. Implikasi untuk desain tata kelola fiskal ke depan

- Kebijakan fiskal yang hati-hati perlu dibarengi
penguatan sistem pengendalian internal,
transparansi, dan partisipasi publik, agar
konsolidasi fiskal benar-benar tercermin dalam
peningkatan akuntabilitas, bukan sekadar
angka di atas kertas (Fatoni, 2020; Nursawitri
et al., 2025; Yustianto et al., 2025).

- Sinkronisasi kebijakan pusat—daerah dan
peningkatan kapasitas OPD menjadi kunci,
karena akuntabilitas fiskal nasional banyak
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ditentukan oleh bagaimana dana transfer dan
PAD dikelola di daerah (Fatoni, 2020;
Nursawitri et al., 2025; Yustianto et al., 2025).

Tabel 2. Ringkasan Purbaya Effect dan Akuntabilitas

Fiskal

Aspek Purbaya Effect Dampak pada
(konseptual) akuntabilitas
fiskal
Orientasi Konsolidasi Meningkatkan
kebijakan defisit, penurunan  tuntutan
utang, fokus transparansi dan
kualitas belanja pelaporan fiskal
Desentralisasi  Transfer ke daerah ~ Dapat
fiskal untuk layanan memperbaiki
publik, dengan kinerja &
otonomi akuntabilitas OPD
pengelolaan bila regulasi jelas
Risiko tata Otonomi fiskal di ~ Akuntabilitas
kelola daerah dengan meningkat,
pengawasan lemah  namun
probabilitas
korupsi juga naik
Agenda ke Reformasi pajak, Butuh integrasi
depan efisiensi belanja, pengendalian

internal, moralitas
aparatur, dan
oversight

penguatan institusi

Sumber: Data diolah (2025)
Tertib Anggaran dan
Akuntabilitas

“Tertib anggaran publik” adalah kondisi ketika seluruh
siklus anggaran (perencanaan—pelaksanaan—pelaporan—
pengawasan) mengikuti aturan, prosedur, dan batasan
fiskal yang jelas. Prinsip ini tidak hanya teknis, tetapi
menjadi fondasi kepercayaan publik karena berkaitan
langsung dengan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah.

Publik, Transparansi,

Prinsip Disiplin Anggaran dalam Tata Kelola Fiskal

Disiplin atau tertib anggaran diwujudkan melalui:

1. Penyusunan anggaran berbasis regulasi (UU, PP,
Permendagri, Perbup/Perda) dan standar akuntansi
pemerintah, yang mewajibkan  pengelolaan
keuangan dilakukan secara tertib, efisien, efektif,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
(Hermanto et al., 2021; Juliyanti et al., 2025;
Wardah & Horri, 2025).

2. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan value for
money (ekonomis, efisien, efektif) sehingga
penggunaan dana sesuai sasaran dan menghindari
pemborosan (Annur & Arza, 2022; Hermanto et al.,
2021; Saraswati & Suhartini, 2022).

3. Proses pelaporan yang rutin (LKIP, LPPD, LKPJ,
laporan desa) dan dapat diaudit untuk memastikan
kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan aturan
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(Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025; Wardah
& Horri, 2025).

Disiplin anggaran ini juga menjadi bagian dari
prinsip good governance (tata kelola yang baik) yang
menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
efektivitas, dan penegakan aturan (Annur & Arza,
2022; Natalia & Sujana, 2022; Saragih et al., 2025;
Wardah & Horri, 2025).

Hubungan dengan Transparansi dan Akuntabilitas

1. Transparansi sebagai prasyarat tertib anggaran
- Transparansi berarti keterbukaan informasi

anggaran:  perencanaan, APBD/APBDes,
realisasi, dan laporan keuangan dapat diakses
publik (fisik maupun digital, misalnya website,
media sosial, SIPD) (Hermanto et al., 2021;
Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025;
Saraswati & Suhartini, 2022; Wardah & Horri,
2025).

- Transparansi terbukti meningkatkan kualitas
pengelolaan dan kinerja keuangan publik,
mendorong pengawasan sosial, dan menekan
penyalahgunaan anggaran (Busri, 2024;
Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025).

2. Akuntabilitas sebagai konsekuensi dari tertib
anggaran
- Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan penggunaan
dana publik melalui pelaporan yang jelas, tepat
waktu, dan sesuai regulasi (Busri, 2024;
Natalia & Sujana, 2022).

- Penelitian di desa dan pemerintah daerah
menunjukkan  bahwa  akuntabilitas dan
transparansi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja
anggaran (Busri, 2024; Hermanto et al., 2021;
Tamsil et al., 2025).

3. Sinergi terkait dengan
transparansi—akuntabilitas
- Aturan yang mewajibkan keuangan dikelola

secara tertib, transparan, dan akuntabel
membentuk satu paket tata kelola fiskal:
disiplin prosedur + keterbukaan informasi +
kewajiban bertanggung jawab (Hermanto et
al., 2021; Natalia & Sujana, 2022; Saraswati &
Suhartini, 2022).

- Pada level desa dan daerah, penerapan prinsip
ini. membantu mencegah  kecurangan,
meningkatkan kepercayaan publik, dan
memperkuat pengawasan terhadap dana publik
(Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025).

tertib  anggaran—
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Tabel 3. Tertib Anggaran, dan

Akuntabilitas di Berbagai Level

Transparansi,

Level Bentuk tertib Dampak transparansi
anggaran & praktik & akuntabilitas

Desa APBDes disusun & Pengelolaan keuangan
dilaporkan sesuai desa lebih baik;
Permendagri/PMK; kepercayaan dan
penggunaan sistem  partisipasi masyarakat
(Siskeudes) meningkat

Pemda Kewajiban kelola Laporan rutin, SIPD,
keuangan tertib, akses informasi;
efisien, transparan, memperkuat
akuntabel (UU pengawasan DPRD,
23/2014, Perbup) BPK, publik

Organisasi Anggaran berbasis  Kinerja anggaran

publik kinerja, value for membaik; risiko

lain money, pelaporan ~ pemborosan dan

dan audit reguler kecurangan berkurang

Sumber: Data diolah (2025)

Tertib anggaran publik menuntut disiplin dalam
setiap tahap pengelolaan anggaran, yang hanya dapat
berjalan efektif bila didukung transparansi (keterbukaan
informasi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban
formal dan moral). Penelitian di desa dan pemerintah
daerah Indonesia menunjukkan bahwa ketika ketiga
unsur ini berjalan bersama, kualitas tata kelola fiskal dan
kepercayaan publik meningkat.

Integrasi Agency & Stewardship Theory dalam
Akuntabilitas Fiskal

Dalam akuntabilitas fiskal, hubungan antara rakyat
(principal) dan  pengelola  keuangan  publik
(agent/steward) tidak pernah murni soal kontrol saja atau
kepercayaan saja. Penelitian terbaru justru menunjukkan
bahwa kombinasi keduanya sering menghasilkan tata
kelola yang paling memuaskan bagi para pelaku.

Agency Theory: Kontrol dan Insentif
Mengasumsikan pejabat publik bersifat self-interest,
berpotensi oportunistik, dengan konflik kepentingan
terhadap principal (Egbon, 2024; Mengiste, 2022).
Sehingga, solusi dalam mengatasi masalah tersebut
adalah dengan kontrak, indikator kinerja, monitoring,
audit, dan insentif—sanksi (pay for performance, reward,
punishment) untuk menekan moral hazard dan
memastikan kepatuhan fiskal (Han, 2020). Dalam
konteks keuangan publik, mekanisme ini tampak pada
pengawasan ketat, pelaporan wajib, dan konsekuensi
atas penyimpangan anggaran.

Stewardship Theory: Kepercayaan dan Komitmen
Mengasumsikan pejabat berorientasi intrinsik dan
pro-sosial, dengan nilai dan tujuan yang relatif selaras
dengan principal (Rouault & Albertini, 2022; Torfing &
Bentzen, 2020). Menekankan trust, empowerment,
shared goals, dan komitmen terhadap kepentingan
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publik jangka panjang, bukan hanya pemenuhan target
jangka pendek (Rouault & Albertini, 2022). Hal ini
paling tepat digunakan dalam menjelaskan konteks
birokrasi yang memiliki misi pelayanan dan nilai
institusional kuat (Torfing & Bentzen, 2020).

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa
pemerintah praktis menggabungkan kontrol (agency)
dan kepercayaan (stewardship) dalam tata kelola
lembaga publik; rezim yang paling memuaskan adalah
yang menyeimbangkan keduanya, bukan ekstrem salah
satu (Schillemans & Bjurstrem, 2020; Torfing &
Bentzen, 2020). Akuntabilitas tetap esensial bahkan
dalam kerangka stewardship; kepercayaan perlu
didukung mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban yang jelas, bukan dibiarkan tanpa
pengawasan (Dumay et al., 2019; Keay, 2017). Dalam
akuntabilitas fiskal, agency theory menjelaskan
kebutuhan aturan, monitoring, dan insentif, sedangkan
stewardship menjelaskan motivasi internal, loyalitas,
dan komitmen etis yang membuat aturan itu
benar-benar dihayati dan bukan sekadar formalitas
(Rouault & Albertini, 2022; Schillemans & Bjurstrem,
2020; Torfing & Bentzen, 2020).

Tabel 4. Integrasi pada Akuntabilitas Keuangan Publik

Dimensi Agency Stewardship Kontribusi ke
(kontrol) (kepercayaan) akuntabilitas
fiskal
Desain ~ Kontrak, Otonomi, Sistem kuat +
sistem indikator,  dialog, buy-in
audit co-design tujuan  pelaksana
Perilaku Taat Taat karena nilai  Mengurangi
pejabat  karena dan misi publik  fraud &
insentif/sa meningkatka
nksi n kualitas
layanan
Relasi Monitorin ~ Trust & Kontrol
pusat— g ketat partnership efisien tanpa
agen mematikan
motivasi

Sumber: Data diolah (2025)

Agency theory memberi fondasi bagi desain
mekanisme kontrol, insentif, dan sanksi dalam
akuntabilitas fiskal, sedangkan stewardship theory
menjelaskan kepercayaan, komitmen, dan motivasi
pro-publik para pengelola keuangan. Integrasi
keduanya menghasilkan kerangka akuntabilitas fiskal
yang lebih realistis: kontrol yang cukup untuk
mencegah penyimpangan, namun berbasis kepercayaan
dan nilai sehingga mendorong kinerja dan integritas
jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur mengenai akuntabilitas
fiskal pemerintah Indonesia dengan perspektif
Agency Theory dan Stewardship Theory, dapat

p-ISSN: 2461-0666
e-ISSN: 2461-0720

disimpulkan bahwa akuntabilitas fiskal tidak hanya
ditopang oleh mekanisme kontrol formal seperti
regulasi, pengawasan, dan pelaporan, tetapi juga oleh
nilai-nilai kepercayaan, integritas, dan komitmen
moral aparatur publik. Integrasi kedua teori
menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang efektif
menuntut keseimbangan antara pengendalian eksternal
dan motivasi intrinsik pelaksana kebijakan.
Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada
pengembangan kerangka analisis akuntabilitas fiskal
sektor publik dengan menggabungkan perspektif
hubungan principal-agent dan stewardship, sehingga
menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang bagaimana akuntabilitas dibangun dalam
konteks birokrasi Indonesia. Kerangka ini dapat
menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan dalam tata
kelola fiskal dan kebijakan publik.
Secara praktis, hasil kajian ini mengindikasikan
pentingnya desain kebijakan fiskal yang tidak hanya
berfokus pada penguatan regulasi dan mekanisme
sanksi, tetapi juga pada pengembangan budaya
organisasi yang menumbuhkan nilai pelayanan
publik, transparansi, dan etika pengelolaan anggaran.
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas
institusional, kualitas informasi anggaran, serta
partisipasi publik untuk mencegah moral hazard dan

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan fiskal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena
sepenuhnya berbasis kajian literatur dan tidak
menggunakan data empiris primer. Dengan
demikian, temuan yang dihasilkan bersifat

konseptual dan belum teruji secara langsung dalam
konteks praktik pengelolaan anggaran di lapangan.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan
studi empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif,
guna menguji kerangka teoritis yang diajukan.
Penelitian dapat diarahkan pada analisis perilaku
aktor birokrasi, efektivitas instrumen transparansi
fiskal, maupun hubungan antara desain mekanisme
akuntabilitas dengan kinerja fiskal pemerintah di
berbagai level pemerintahan di Indonesia.
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